BAR I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjuinya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bhahwa,
“Dalam hal ihwal kegentingan vang memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan Pemerintal sebagai pengganti Undang-Undang. i Perppu merupakan
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Fresiden ketika ada situasi
kegentingan vang memaksa atau keadaan mendesalk.,

Perppu dan UU secara hierarki memiliki kedudukan dan materi muatan
vang sama, telapi proses pembentukannya berbeda. U dibuat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (sclanjutnya discbut DPR) dengan persetujuan bersama
Presiden dan disahkan oleh Presiden” Sementara Perppu dibuat dan ditetapkan
oleh Presiden dalam keadaan hal ihwal kegentingan vang memaksa. Namun,
bukan berarti bahwa Perppu tidak mehbatkan DPR sebagm lembaga vang
memiliki kewenangan Itgialaai.g Sebagaimana ketentuan Pazal 22 ayac (2 UL
NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagui berikut, “Peraturan Pemerintah it harus
mendapal  persefujuan Dewan Perwakilan Rakyvat dolam persidangan yang

S
herikut”,

"'Pasal 22 ayat (1) UDD NRI Tahun 19435,

* Marla Farida Indrati Soeprapto, Mme Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik
Pembentubkomnya (Yogyakarta: Kamsios, J007), Bl=51,

* Sani Febrivanti dan Kosariza, “Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah
Penppantn Undang-Undung (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkon Undang-Undong Duasar Megara
Htj'lllh“'lﬂ' Indonesia Tahun 1945 7 Fambvigo: Soswrnal of Conalivtions! Paw 2, no. | (Febmari 28,
200322 127, accessed (Mecrnkser i, 123, https:fonline-
Journal unpu.ac. 1d/Limbagro/artiche view, 1 68U6,

" Pasal 22 ayat (2) ULD NED Tahun 1945,



Perppu harus diajukan kepada DPR pada persidangzan yvang herikul selelah
ditetupkan oleh Presiden. DPR harus  segera membahas  dan mengadakan
persidangan untuk mengambil keputusan menyetujui atau menclak Perppu.
Apahila Perppu disetnjui, Perppu tersebut ditetapkan menjadi UL Tetapi jika
tdak disetujui, Perppu tersebut harus dicabut.” Sebagaimana ketentuan Pasal 22
ayat (3) UUD NRI 1945 vang berbunyi sehagai berikur, “Jfika tidak mendapat
persemjuan, maka peramran Pemeriniah ite harus dicabur "

Mengenai makna “persidangan vang berikut”, menunt penjelasan Pasal
a2 avat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 temtang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011} menjelaskan
hahwa yang dimaksud persidangan vang herikut adalah masa sidang pertama DPR
setelah Perppu ditetapkan, Akan vetapi terdapat perbedaan frasa antara Pasal 22
ayat {2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.
Didalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahon 1945 mengamr bahwa Perppu hams
mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut, Sedangkan Pasal 52
ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa Perppu harus diajukan kepada
DPR pada persidangan vang berikut. Artinya, makna masa sidang pertama DPR
sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 Tahun
2011 harps dimaknai sebagai batas wakin maksimal bagi Presiden uniuk
mengdjukan BUU tentang penetupan Perppu menjadi UU kepada DFR yang

sekaligus menandakan dimulainya jangka waktu pembahasan sampai dengan

* Nikmatul Huda, Negara Hhmm, Demokrasi Dan Judical Review (Yopyakurtu: UL
Press, 20053, 60,
" Ppsal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,



pengambilan kepulusan uniok menyvejui atan menolak RUL ientang Penetapan
Perppu menjadi UL yang harus selesm dalam satu masa tiiuﬂeurj,g.T

Adapun tafsir mengenal makna “persidangan vang berikut” sebagaimana
ketentuan Pasal 22 avat (2) U 1945 telah dinvatakan oleh Mahakamah
Konstitusi (selanjutnya discbut MK) dalam Putusan Nomor 43/PUU-XVIIF 2020
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggann Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi  Corong Views Disease (COVID-19)  danfatan Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman vang Membahayvakan Perckonomian Nasional dan/atau
Stahilitas Sistem Kevangan Menjadi Undang-Undang (selanjunya disebut Putusan

ME Nomor 43/PUU-VII20200. Adapun putusan MK menyatakan sebagm
berikut:

“[3.16.2] ...Menurut Mahkamah, frasa “persidangan yang berikut” dalam
Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 haruslah dimakni apubila Perpu itu diajukan
pada masa reses DPR, Sehingga jika Perpu diajukan pada rentang wakiu
pelaksanaan masa sidang DPR sebagaimana diatur dalam Tanb DPR 2020
maka frasa “persidangan vang berikut”™ harus diartikan  scbaga
persidangan pengambilan kepusan oleh DPR seketika setelah Perpu
ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya, meskipun
Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada saat masa sidang DPR
sedang berjalan (bukan masa reses), maka DPR haruslah memberikan
penilian terhadap RUU Penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan
keputnzan di masa sidang PR yang sedang berjalan tersebut. Adapun jika
Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa reses maka DPR
harus membenkan persetujuan  atau Gdak membenkan  persctujuan
terhadap Perpu terscbut pada sidang pengambilun Keputusan di masa
sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir. ... ..

7 Putusun Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XX12023, 408-4049
" Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 PUU-X VL2020, 385,



Sedangkan pada pumsan Momor 534PUL-XXT2023 lentang Pengujian
Formil Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-lindang (selanjunva disebut Putwsan MK Momor 54/PLIL-
XXI2023), mengen: makna “persidangan yang berikul™ sebagaimana ketentuan
Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 MK menvatakan sebagai berikui:

“[3.17] ... Terdapat sejumlah pilthan waktu guna memaknal frasa

“persidangan yang benkul”™ vang penerapannya dintlal  konstitusional

berdasarkan UUD 1945, vaitu: (1) masa sidang DPR pada saat perppu

diajukan oleh Presiden kepada DPR; (2) masa sidang pertama DPR setelah
perppu diajukan oleh Presiden kepada DPRE; (3) masa sidang pertama
selelah herakhirnya tenggang wakiu maksimal pengajuan perppu oleh

Presiden kepada DPR... 7

Dalam praktcknya masth terdapat Perppu yvang tidak langsung dilakukan
persidangan untuk mengambil keputusan menyetujui atau menolak Perppu pada
masa sidang pertama setelah perppu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden kepada
DPR seperti Perppu Momor 4 Tahun 2009 entang Perubahan Awas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komist Pemberantasan  Korups:
{selanjutnya disebut Perppu KPK), Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas UL Nomor 7 Tabun 20017 tentang Pemilihan Umam {selanjutnya
disecbut Perppu Pemilu) dan Perppu Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kena
{selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja), dan bahkan terdapat Perppu vang
sampai sekarang belum dilakukan persidangan pengambilan keputusan uniuk

menyetujul atau menolak Perppu vatu Perppu Nomor 3 Tahun 1998 tentang

Pencabutan Perppu Nomaor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

? Putusan Mahkamah Konstiinsi Nomor 34PUT-XXL2023, 423424,



Pencapat di Muka Umum (selanjuinya disebut Perppu tentang Pencahutan Perppu
Kemerdekaan Menyampuikan Pendapat di Muka Umum).

Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Cipta Kerja pada tanggal 30
Desember 2022 unink menggantikan UL Nomor 11 Tahon 2020 entang Cipta
Kera  (selamjuimya  disebut UU Cipta Kerja) yung olech MK dinyatakan
inkonstitusional bersyarat melalui  putusan Nomor 91LPUL-XYIIL 20200 pada
tunggal 25 November 2021. Kemudian pada tanggal 9 Januan 2023 atau
hertepatan dengan herakhirnya masa persidangan 11, Presiden mengajukan Perppu
Cipta Kena kepada DPR dan mulai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) pada
tunggal 14 Februarn 2023, Kemudian pada tanggal 15 Februan 2023 atau bertepan
2 hari menjelang berakhimya masa persidangan 111, Baleg dalam pemhicaraan
tingkat T menyetujui Perppu Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke pembicaraan tinghat
II atau rapat paripuwma. Namun sampai berakhimya masa persidangan I, Perppu
Cipta Kerja belum mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna.

Perppu Cipta baru disetujui dalam rapat paripurng ke- 19 masa persidangan
IV Tahun sidang 2022-2023 pada tanggal 21 Maret 2023, vang kemudian secara
resmi diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 sebagai Undang-Undang Nomaor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Momor 2 Tahuon 2022 tentang Cipla Kerja menjadi Undang-Undang,

Muncul berbagm perdebatun dikalangan para akedemisi setelah Perppu
Cipta Kerja disetujul menjadi UL, Seperti Bivitri Susanti vang berpendapat
hahwa pembentuk undang-undang telah meyalahgunakan prosedur yang sudah

jelas diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa



persetujuan DPR haros didapat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak
mendapat persetujuan DPR, maka Perppu ite harus dicabut, Jadi harusnya masa
persidangan setelah 30 Desember 2022 adalah masa persidangan Il yang dimulai
tanggeal 10 Januari sampai 13 Maret 2023."

Sedangkan Aidul Fitniciada Azhari berpendapat bahwa Pasal 22 avat (2)
UL 1945 harus dimaknai sebagai persidangan berikut setelah Perppu diajukan
kepada DPR. bukan persidangan vang benkut setelah Perppu ditetapkan oleh
Presiden. Perppu Cipta Kerja ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan
diajukan oleh Presiden kepada DPR pada masa persidangan 11T vang berlangsung
tungpgal 10 Januari sampai dengan 16 Februan 2023, Kemudian disetujui pada
tanggal 21 Maret 2023 yakni pada masa persidangan 1Y yang berlangsung tanggal
14 Maret sampal dengan 13 Apnl 2023, Artinya persetujuan atas Perppu Cipta
Kerja dilakukan sesuan ketentuan persidangan yang berikut yakni pada masa
Persidangan 1V setelah Perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR pada masa
Persidangan !

Berdasarkan uraian permasalahan hukum diatas, maka muncul ketertarikan
untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Ketentuan Persidangan vang
Berikut Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipla

Kerja.”

' Risalah Sidung Perkara Momor HEPULD-XXL2023, Perkora Nomor 4 1/PU L -X L2023,
Perkors Momor 46PUU-XXE2025, Dan Perkosra Nomor SOPUU-XXL2023 Penihal Pengujian
Undang-Undang Momor & Tahun 2023 Tentang Penstapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undung Momor 2 Tahun 2022 Tentuny Cipte Kerja Menjadi Undang-Undung Terhadap
Undang-Undang Dasor Megara Bepublik Indonesia Tahun 1945, 13,

Y ibid,, 5.



1.2.  Rumusan Masalah
Rumusan musalah yang akan dibahas dalam penehitian im adalah sebaga
berikut:
I. Apakah DPR wajib mengadakan persidangan yang berikut atas suatu Perppu?
2. Bagaimana problematika proses persidangan yang berikut atas Perppu Cipta
Kerja?
1.3.  Tujuan
Berdasakan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
I. Untuk mengetahui wajib atau tidaknya DPR mengadakan persidangan yang
berikut atas suatu Perppu.
2, Untuk mengetahui problematika proses persidangan yvang berikut atas Perppu
Cipta Kerja.
1.4. Kegunaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teoritis maupun praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagal berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, hasil dan penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur
penelitian  lain  dengan  tema  sgjenis  dan memberikan mantfaat  hag
perkembangan 1lmu hukum kbususnya terkait pembentukan Perppu dan

pengujian Perppu di DPR.



h. Kegonaan Praktis
Secara praktis, hasil penelittan imi diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi Pemerintah dan DPR untuk merevisi peraturan perundang-undangan
terkait pembentukan Perppu supaya kedepannya mekanisme pembentukan
Perppu tidak menimbulkan permasalahan yunidis, terutama terkait proses
persidangan vang herikut atas Perppu,
1.5.  Keaslian Penclitian
Berdasarkan penelusuran yvang telah dilakukan terhadap hasil penelitian
sebelumnya sebagai obyvektifitas dan keorsinilitas  dalam penelitian, sehingga
ditemukan bahwa ada beberapa penelitian lain vang terkait dengan penelitian ini.
Berikut adalah korelasi dan Perbandingan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya sebagai berikut:



Tahle 1: Keaslian Penelitian

No | Nama Peneliti Judul Rumusan Perbedaan Penelitian
Masalah

I | Chrisdianto Drasar Penetapan Perbedaan antara
Eko Purnomo, | Konstiusional Perpu penelitian  imi dengan
20017, Fakultas | Penetapan Menurur Pasal | penelitian Chrisdiantn
Hukum Peraturan 200D 1945 | Eke Pumomo  wvaitu
Universitas Pemenntah Pengawasan penchinan yang dilakukan
Mataram. Pengganti DPR oleh Chrisdianto Eko
Undang-Undang Terhadap Pumomao fokus

clan Ratasan Penetapan pembahazannya
Pengaturannya Perpu mengenai mekanisme
penctapan Perppu
menurut Pasal 22 UL
MEL ‘Tabun 1945 dan

mekanisme pengawasan
PR terhadap penetapan
Perppu dalam penelitian
terscbut jugs membahas
mengenai mekanisme
pengajuan Perppu kepada
DPFR  pada persidangan
yang berikut. Namun
dalam penelitian tersebut
tidak membahas
mengenai makna
persidangan yang berikut
sedangkan dalam
penelitian ini membahas

mengenai makna
peersidangan yang
herikut dengan
berdasarkan  pada 2
putusan ME Vi
kemudian dikaitkan
dengan prohlematika

proses persidangan yvang
berikut atas Perppu Cipta
Kerja.
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Mo | Nama Peneliti Judul Rumusan Perbedaan Penelitian
Masalah

2 | Ulfa  Sabela, | Konstitusionalitas | 1. Bagaimana Perbedaan antara

2018, Fakultas | Uji Materi keberadaan penelitian  ini  dengan

Hukum Peraturan putusan MK [ penelitian Ulfa Sabela

Universitas Pemerintah Moo adalah  penelitian  Ulfa

Trunujoyo Pengganti 1 38/PLIL- Sahela fokus
Madura. Undang-Undang VII2009 pembahasannya

{Perppu)  Dalam dalam mengenal  kewenangan

Putusan memberikan MK dalam melakukan uji

Mahkamah kewenangan | materi atas Perppu dan

Konsiiusi Nomor menguji lembaga manakah

138/PUU- Perppu kepada | diantara DPFR dan MK

VIL2009 MK? yvang piling tepat dalam

2. Lembaga melakukan uji  materi

Manakah vang | terhadap Perppu dalam

paling  tepat | penelition  tersebut  juga

dalam membahas I NEENaT

melakukan uji | ketentuan  persidangan

materi
terhadap
Perppu’

vang benkut dalam Pasal
22 (2) UUI> NRI Tahun
1945, Namuon, dalam
penelitian  tersebut  tidak
membahas mengenai
makna persidangan yang
herikut sedangkan dalam
penelitian ini membahas
mengenat makna
persidangan yvang berikut
dengan berdasarkan pada
2 putusan MK vang
kemudian dikaitkan
dengan problematika
proses persidangan yang
berikut atas Perppu Cipta
Kerja.

Sumber: Skripsi dan Jurnal terkait vang dikomprasikan dengan penelitian ini.
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Lh.  Metode Penelitian

Metode penehitian adalah tata cara untuk memecahkan masalah penclitian
dan merupakan pengetahuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam
IENLANE Proses |'-ene!ilinn.'2 Penelitian ini menggunakan metode penelitian sehagai
berikut:
1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penclitian vang digunakan adalah jenis penelitan hukum normanf
atau doctrinal. Penelitian hukum normatif atau doctrinal adalah jenis penelitian
dimana  peraturan  perundang-undangan  dan bahan  pustaka  menjadi  objek
penelitian.” Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pencliian hukum
normatif adalah proses penelitian untuk menemukan aturan, prinsip atau asas
hukum serta dokirin hukum untuk menjawab permasalaban bukom yang ditelit. 3
Jenis peneliian ini mengunakan jenis peneliian hukum normatif karena objek

penelitiannya adalah peraturan perondang-undangan yang herlaku.

' Syahrum dan Salim, “Metode Penelitian Kuantitatif® dalam Yahva Akbar.
Kewenangan Fresiden Dalam Pembenmban Undang-Undang Berdasarian Peratwran Perundang-
Undanpan IN Indowesia (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004%9), 22

" H. Abdurrahman dan Socjona, "Penclitian Hukum Normatif,” dalam Yahya Akhar,
Kewenmngan Fresiden Dalom Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Peraturan Perundang-
Lndangan IV Indewesia (Medun: Universitus Sumatera Utarw, 2019), 36,

" Peter Mahmud Marruki, Penelition Hikem, Revisi. (Takana: Kencana, 20053, 47.
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1.6.2. Pendekatan Penehitian

Pendekatan perundang-undungan atau Sratute Aprroach yang digunakan
dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara
mengkaji peraiiran perundang-undangan yang herkaitan dengan masalah hukuom
vang diteliti.,'”” Dalam hal ini, akan mengkajl semua peraturan  perundang-
undangan vang berkaitan dengan masalah vang akan diteliti. Selain itu, dalam
penelitan ini juga menggunakan Pendekatan Perbandingan atauw Comparative
Approach.

Pendekatan Perbandingan atan Comparative Approach adalah metode
penelitan dimana hukum suatu negara diperbandingkan dengan hukum negara

i 11
lain. ™

Dalam hal ini, akan membandingkan peraturan perundang-undangan yang

mengatur - mengenai pembentukan Perppu i Indonesia dengan  peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Emergency Degree atau Perppu di

ltalia dan Namihia.

1.6.3, Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum vang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas:

1} Bahan Hukum Primer, merapakan bahan hukum aotoritatif yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan perundang-

undangan dan putusan ;:u&ulg,ﬂu'l':]an.l'T Bahan hukum primer dalam penelitian ini

terdir dar:

¥ Ibid.. 133,
Y lbid., 173,
" Ihid., 181,
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1. UL NRI Tahon 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Momor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3234)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 20014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomore 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1586);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
20014 tentang Tata Tertib (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1607) scbagmmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyal Nomor |
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Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Necara Hepublik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1752);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pembentukan Undang-Undang {Berita Negara  Republik
Indonesia Tuhun 2020 Nomor 668);

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVII2020  entang
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kehijokan Kevangan Megara dan Swabilitas Sistem Keoangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau
Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan
Perekonomian Masional danfatan Stabilitas Sistem Keovangan Menjadi
Undang-Undang:

7. Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 54/PUU-XXE2023  entang
Pengujian - Formil Undang-Undang  Momor 6 Tahun 2023 tentang
Pepetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2) Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah semua publikasi hukum,
termasuk jurnal hukum, buku, komentar atas putusan pengadilan, dan kamuos
hukum.'® Bahan hukum sckunder dalam penchittan 1m berupa buku, hasil
penelitian, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan

dikaji.

' Ihid.
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L4, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tekmk studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum
dalam penelitian ini. Teknik studi pustaka digunakan untuk mengkaji informasi
tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan
secara luas.”” Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan meneluah dan
mengka berbagai peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi
dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukem diperoleh, kemudian dianalisa dan ditelagh seswan
dengan masalah vang akan dibahas, untuk kemudian dibuat suatu kesimpulan.
Dimana dalam mengambil suatu kesimpulan dibuat dengan menggunakan metode
deduktf, yvaitu cara menarik kesimpulan dari svate masalah omum terbadap
masialah khusus untuk kemudian menarik kesimpulan vang bersifat khusus.™
1.7.  Sistematika I"enulisan

Penelitian ini terdin dari 4 (empat) bab, masing-masing dibagi menjadi
dalam beberapa sub bab pembuahasan vang berbeda.

BAB | PENDAHULUAN, membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan, Kegunaan, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan
Sistematika Penulisan,

BAE II TINJAUAN PUSTAKA. menjelaskan teon-teon vang digunakan
dalam penelitian ini dari berbagai literatur termasuk buku, jurnal dan literatur

lainnya.

':Muhmmiu- Metode Penelition Hkum (Mutaram: Maturam Unmiversity Press, 20200, 62,
e
Ihid., 71.
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BAR 1 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHNASAN, hah ini akan
menjelaskan analisa apakah DPR wajib mengadakan persidangan yang berikut
atas suatu Perppu dan bagaimana problematika proses persidangan yang berikut
atas Perppn Cipta Kerja.

BAE TV PENUTUP, bab im1 menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran

tentang masalah yang diteliti



